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ABSTRAK

Konsep pasar bebas pertama kali dirumuskan oleh Adam Smith yang
kemudian terus dikembangkan oleh David Ricardo dan Frederic Bastiat. Sebagai
sebuah sistem ekonomi, pasar bebas meniscayakan akan pengurangan peran
pemerintah dalam satuan ekonomi, sebab dipercaya ekonomi pasar dengan
sendirinya mampu mengatur mekanismenya sendiri (invisible hand).

Pasar bebas yang mengidealkan pasar berlangsung secara suka rela, bebas
dari paksaan dan pencurian; ternyata pada akhirnya akan menimbukan segudang
ketimpangan (inequality). Idealisme yang dirasa sangat mulia itu ternyata sebatas
utopia belaka, pasar bebas pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan,
karena bukan kesejahteraan yang terjadi melainkan ketidakadilan yang akan
timbul di sana sini.

Di Indonesia, “ruh” pasar bebas yang tertuang dalam penerapan ACFTA.
Apakah Indonesia siap masuk dalam arus ACFTA? Ini yang menjadi concernt
penyusunan skripsi ini. Sebab, Indonesia sejatinya belum siap untuk masuk dalam
arus pasar bebas (ACFTA). Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup
berkelit dari regulasi perdagangan bebas di bawah GATT dan WTO sendiri, yang
intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar.

Dari penelusuran data yang penyusun lakukan dengan menggunakan
pendekatan [library research, di mana bahan-bahan penelitiannya adalah data
materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu
yang berkenaan dengan bagaimana sorotan ekonomi Islam menyangkut penerapan
ACFTA di Indonesia, ditemukan ditemukan adanya ketidakadilan dalam ACFTA
ini. Hal itu terindikasi dari dampak yang akan ditimbulkan di mana yang kuat saja
yang bebas menentukan apa saja, bebas membeli apa saja dan bebas menjual apa
saja, sementara yang tidak kuat tidak pernah bebas untuk menjual dan tidak
pernah bebas untuk membeli. Padahal dalam ekonomi Islam falah (maslahah),
kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dapat terwujud apabila terpenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang.

Berangkat dari pemahaman ini, maka menganalisis sistem ekonomi pasar
bebas yang mulai berjalan di Indonesia (ACFTA) dengan kaca mata ekonomi
Islam begitu sangat diperlukan mengingat masalah ekonomi terkait erat dengan
pemenuhan hajat hidup seluruh ummat manusia. Oleh karena itu, dari analisis
dampak penerapan sistem pasar bebas didapatkan satu simpulan, bahwa
pelaksanaan pasar bebas yang saat ini digelar di Indonesia (ACFTA) tidaklah
relevan dengan semangat ekonomi dalam Islam itu sendiri yakni keadilan.
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap
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C. Ta’ marbutah di Akhir Kata
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dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan “h”
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau “h”
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
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H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf1 (el) nya.
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I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih dua abad lalu Adam Smith telah menerangkan tentang keajaiban
invisible hand dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian. Adam Smith
mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa
kegiatan dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah.! Bagi Adam
Smith peran pemerintah hanya sebatas mengembangkan infrastruktur dan
menjalankan administrasi pemerintahan.

Selain itu, Adam Smith meniscayakan kebebasan alami dalam
ekonomi. Menurutnya kebebasan merupakan hak asasi manusia secara kodrati,
karenanya tidak boleh dilanggar. Pemahaman inilah yang menjadi titik awal
lahirnya paham ekonomi pasar bebas (free trade).

Konsep pasar bebas baru dapat dikembangkan setelah terbitnya buku
dari Adam Smith sendiri yang berjudul The Wealth of Nation, pada tahun
1776. Ajaran Adam Smith selanjutnya dikembangkan oleh David Ricardo

dengan teorinya berupa “Comparative Adventage”.*

' Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar, edisi ke-Ill, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2005), him. 394.

? Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO), (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), hlm. 4.



Kecenderungan begitu kuat untuk melepaskan diri dari campur tangan
pemerintah berpuncak pada abad 19 dengan munculnya zaman laissez-faire.’
Doktrin ini, yang artinya “biarkan kami bebas”, pada intinya menghendaki
campur tangan yang sekecil mungkin dari pihak pemerintah dalam urusan
ekonomi, dan sepenuhnya menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi
terpenting kepada mekanisme pasar.” Pada titik ini mekanisme pasar benar-
benar menjadi tolok ukur bagi keberlangsungan kinerja pasar itu sendiri.

Laissez-faire yang oleh Umar Capra disebut sebagai bentuk klasik dari
kapitalisme telah mengalami modifikasi terus-menerus. la tetap menampilkan
ciri kharismatiknya sebagai suatu model. Penampilannya ini bertambah kuat
setelah kegagalan sosialisme.

Seiring berkembangnya zaman liberalisme yang merupakan modifikasi
dari kapitalisme terus memantapkan diri dengan mengagendakan kebebasan
pasar secara tak terbatas. Seperti dikatakan Milton Friedman, bahwa
kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan

apapun dari pemerintah. Tingkat pengangguran masyarakat tidak seharusnya

? Kata Laissez-faire berasal dari bahasa Prancis dan ia pada hakikatnya berarti “biarlah
mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka”. Maka pada hakikatnya
dalam sistem Laissez-faire anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya
untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Filsafat atau ideologi yang
menjadi landasan kepada sistem ekonomi seperti ini adalah keyakinan bahwa apabila setiap unit
pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan
memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan
memperoleh keuntungan juga. Lihat Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Suatu Pengantar, edisi 111,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 64.

* Paul A. Samuelson & Wiiliam D. Nordhaus, Makro Ekonomi, edisi XIV, alih bahasa
Drs. Haris Munandar, dkk, Yati Sumiharti (ed), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 42.

> M. Umar Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer,
alih bahasa Nurhadi Thsan dan Rizki Amar, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia,
1999), him. 19.



diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada
mekanisme pasar.’

Muncul sebagai wajah baru dari liberalisme adalah neoliberalisme.
Paham ini mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi campur
tangan pemerintah dalam ekonomi domistik. Paham ini memfokuskan pada
metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan
hak-hak milik pribadi. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat
kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis,
menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi pemerintah.’

Kemudian, prinsip perdagangan bebas (free trade) atau dalam lingkup
yang lebih luas dalam bentuk ekonomi pasar (free fight liberalism) sangat
didukung oleh organisasi-organisasi dunia yang head quarter-nya umumnya
berada di Washington, seperti Internasional Monetary Fund (IMF) dan World
Bank.* Akibat dukungan IMF dan Bank Dunia itulah arus perdagangan bebas
menjalar hampir ke seluruh belahan dunia. Akibatnya terjadi blok-blok
perdagangan yang cukup signifikan seperti, AFTA (ASEAN Free Trade Area),
NAFTA (North America Free Trade Agreement), APEC (Asia Pasifik

Economic Cooperation), dan Komunitas Eropa (EFTA).

6 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, dikutib dari skripsi Mustakim, “Peran
Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 3.

7 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam
Aplikasinya, (Yogyakarta: Graha [Imu, 2009), him. 20.

¥ Munir Fuady, Hukum Dagang Internasiona: (Aspek Hukum dari WTO), him. 5.



Khusus di kawasan ASEAN pada tanggal 27-28 Januari 1992 di
Singapura, telah ditandatangani Agreement on Commeon Effective Prefential
Tariff (CEPT) Cheme for The ASEAN Free Trade Area (skema CEPT untuk
AFTA oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Produk-produk yang dimasukkan
ke dalam CEPT didasarkan pada pendekatan sektoral tingkat enam digit
Harmonized sistem (HS) serta dibebaskan dari pembatasan kuantitatif dan
larangan penggunaan valuta asing.’

Setelah kesepakatan AFTA dibentuklah ACFTA sebagai perjanjian
turunan dari ratifikasinya melalui Keppres No 48 Tahun 2004 tentang
Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-
Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat
China. Bukan hanya itu lahirnya ACFTA juga bisa dibilang sebagai respon
negara-negara ASEAN terhadap persoalan ekonomi yang semakin kompleks.
Kebutuhan untuk melebarkan sayap perdagangan telah mendorong negara-
negara ASEAN untuk membuka kran perdaganganya dengan China. Namun,
pertanyaannya kemudian, apakah keputusan wuntuk membuka kran
perdagangan dengan China merupakan keputusan yang baik dan cerdas?

Di Indonesia, disepakatinya perjanjian perdagangan bebas dengan
China (ACFTA) tentu akan memperburuk perekonomian Indonesia. Sebab,
sepintas menurut teori perdagangan internasional, perdagangan antarnegara
yang dilakukan Indonesia dengan China yang tanpa hambatan, berpeluang

memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi

? Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam
Aplikasinya, hlm. 202.



komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut memang benar.
Namun, persoalan yang jauh lebih urgen telah menunggu: lihat saja produsen
dalam negeri yang produknya sejenis dengan produk impor China, yang
dipasarkan di dalam negeri dan memiliki tingkat daya saing yang relatif
kurang kompetitif akan mengalami kerugian bahkan terancam gulung tikar.
Inilah yang menjadi persoalan bagi perekonomian Indonesia.

Bagaimana Islam mencermati? Dalam Islam, kebebasan ekonomi
bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, melainkan adalah
kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh

Allah." Seperti digambarkan dalam al-Qur’an :
& o of ol b3LIe sy L 3o of 516 s bplolonsny 1,06

e ) el oY o) 1585 L L gl

Dalam hadis juga juga dijelaskan:
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Berangkat dari ayat al-Qur’an dan hadits di atas, ada dua hal penting

Islam menetapkan kebabasan dalam ekonomi, yaitu: pertama keimanan

' Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, alih bahasa
Didin Hafifudin dkk, cet. I (Jakarta: Robbani Press, 1997), him. 381-382.

" Huud (11) : 87.

'2 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, al-Jami’ as-Sahih, “Kitab al-Buyu’”,
Bab as-Sidq fi al-Bai” wa al-Bayan, edisi revisi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) V : 10 hadis dari
Muhammad bin Massana, Yahya bin Sai’d, Syu’bah, Amr bin ‘Ali, ‘Abd ar-Rahman bin Mahdi,
Qatadah, Abu al-Khalil, ‘Abd Allah bin al-Haris, Hakim bin Hizam, dikutib dari skripsi Nurjannah
Triastuti Rahajeng, “Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO Menurut Perspektif Hukum
Islam”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).



kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Kedua, adalah keyakinan kepada
manusia.”> Karenanya, Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut
pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada
individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut
pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan
menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.'*

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah bagaimana tujuan dari syariat
Islam itu sendiri (Magasid asy-Syari’ah), yaitu mencapai kebahagiaan di
dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan
terhormat (hayyah tayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh
setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru
melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. '’

Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil
dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya
kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat.'®

Digambarkan dalam al-Qur’an :

1 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, hlm. 350.

'* Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, jilid I
(Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), him.10.

> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2008), him. 54.

16 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 11.



Di sinilah peran pemerintah begitu sangat dibutuhkan demi stabilitas
ekonomi dalam suatu negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam
mewujudkan pasar Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya
bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan besar dan
penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai “wasit” atas permainan
pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain.'®

Dengan demikian Islam tidak menolak mekanisme pasar. Islam justru
membuka diri demi terciptanya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan
dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, pasar merupakan
bagian dari “keteraturan alami”."”

Berangkat dari pemahaman di atas, Islam memandang bahwa sistem
pasar dan persaingan bebas yang dipraktikkan oleh Indonesia dengan China
(ACFTA) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena fitrah manusia
sebagai makhluk bebas mendukung daya kreatif dalam mengelola sumber
daya ekonomi. Dengan catatan pemerintah tetap perlu memberikan
intervensinya demi tercapainnya keadilan sosial, sebagaimana amanat UUD

1945. Namun, pasar bebas cenderung menimbulkan setiap orang untuk

mementingkan diri sendiri. Hal ini tentu dapat menimbulkan terjadinya

7 Al-Hasyr (59) : 7.

'® Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, hlm. 460.

9 1bid., him. 110.



penindasan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah dan mengakibatkan
tingkat depedensi negara atau pihak yang lemah semakin besar dan cenderung
didekte dan dipaksa untuk mematuhi keinginan negara atau pihak yang kuat
dengan kompensasi yang cenderung memberatkan.”

Berdasarkan argumen di atas bagaimana sebenarnya penerapan

ACFTA di Indonesia jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam?

B. Pokok Masalah
Pokok masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah:

Bagaimana penerapan ACFTA di Indonesia perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan pokok masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan
ACFTA di Indonesia perspektif ekonomi Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Akademis
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran
kontemporer dibidang ekonomi, khusunya bagi mahasiswa UIN Sunan

Kalijjaga Yogyakarta, dan umumnya bagi seluruh akademisi dalam

20 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam
Aplikasinya, hlm. 65.



memperdalam wawasan tentang penerapan ACFTA di Indonesia
perspektif ekonomi Islam.

b. Kegunaan Praksis
Sedangkan kegunaan praksis dari penelitian ini adalah agar bisa
menjadi sumbangan pemikiran bagi pemangku kebijakan ekonomi,
khusunya bagi pemerintah Indonesia yang kini telah menerapkan

perdagangan bebas (ACFTA).

D. Telaah Pustaka

Dalam beberapa referensi banyak penjelasan yang secara langsung
maupun tidak mencoba menelaah apa, bagaimana, dan untuk apa pasar bebas
— yang di Indonesia tertuang dalam ACFTA —itu diterapkan.

Johan Norberg dalam bukunya Membela Kapitalisme Global,
beranggapan bahwa perdagangan bebas pada prinsipnya adalah sesuatu yang
baik karena menghadirkan kebebasan bagi orang untuk membeli apa yang
diinginkannya dari siapapun yang disukainya, tetapi juga untuk menjual
sesuatu kepada siapapun yang bersedia membelinya. Bahkan keterbukaan
ekonomi juga mengarah kepada upaya terus-menerus untuk memperbaiki
produksi, sebab persaingan dengan pihak asing memaksa perusahaan untuk
menjadi sebaik dan semurah mungkin, dan ini menyebabkan konsumen bebas

memilih barang dan jasa dan penjual dengan penawaran terbaik.”' Dalam buku

2! Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, alih bahasa Arpani dan Sukasah Sardan,
(Jakarta: Friendric-Naumann-Stiftung fur die Freheit, Indonesia, 2008), hlm. 135.
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ini, Johan Norberg melihat dampak positif pasar bebas jauh lebih besar dari
pada dampak negatifnya.

Perjalanan pasar bebas sendiri berangkat dari konsekuensi logis dalam
pemenuhan kebutuhan dimensi material yang ada di dalam tiap-tiap diri
individu, khususnya kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan sandang,
pangan dan papan. Ini yang kemudian menjadi pokok kajian Apridar dalam
bukunya Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan
dalam Aplikasinya. Buku ini begitu halus menggambarkan perjalanan sejarah
ekonomi umat manusia, mulai dari teori klasiknya Adam Smith, yakni
Keunggulan Mutlak (4bsolute Advantage/ Absolute Cost), teori Biaya Relatif
(Comparative Cost) David Ricardo, dan masih banyak yang lainnya.*

Bibek Derboy dalam bukunya Buku Panduan Tranformasi ke
Perekonomian Pasar, melihat bahwa setiap sistem perekonomian memiliki
mekanisme untuk membuat keputusan-keputusan produksi, konsumsi dan
distribusi, baik terhadap komoditas barang maupun jasa. Perekonomian pasar
menurutnya sering diungkapkan dengan “laissez-faire”. Namun, “laissez-
faire” adalah ekspresi yang kurang lengkap; istilah lengkapnya adalah /aissez-
faire, laissez-aller, laissez-passer. Jika diterjemahkan secara longgar, artinya
kurang lebih: silahkan lakukan, silahkan pergi, silahkan lewat. Ijinkan

masyarakat melakukan apa yang mereka inginkan. Ijinkan orang-orang (dan

2 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam
Aplikasinya, hlm. 88-110.
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barang-barang) pergi kemanapun mereka mau. Biarkan semua melintasi secara
bebas (melintasi perbatasan atau ke segenap penjuru negara).”

Terkait dengan pasar bebas dalam ekonomi Islam, Monzer Kahf dalam
bukunya Ekonomi Islam mengatakan ekonomi Islam adalah ekonomi yang
bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama
daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Sedangkan keterlibatan
pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem
ekonomi menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama
dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap stabil. Ia
dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai
konsumen.”*

Begitu pula Yusuf Qardhawi, dalam bukunnya Peran Nilai dan Moral
Perekonomian Islam, bahwasanya Islam sama sekali tidak melupakan unsur
materi, pentingnya materi bagi kemakmuran dunia kemajuan ummat manusia,
realisasi kehidupan yang baik baginya, dan membantu melaksanakan
kewajibannya. Bagi Yusuf Qardhawi manusia diciptakan bukan untuk
keperluan ekonomi, tetapi masalah ekonomilah yang diciptakan untuk
kepentingan manusia.”> Ta mengakui kebebasan pasar. Pasar harus tetap
berjalan secara normal, maka tidak boleh ada monopoli di dalamnya, tidak

boleh ada permainan harga, dan tidak boleh ada dominasi kaum kuat terhadap

» Bibek Derboy, Buku Panduan Transformasi ke Perekonomian Pasar, (Jakarta:
Friendric-Naumann-Stiftung fur die Freheit, Indonesia, 2008), hlm. 2.

24 Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik tehadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,
alih bahasa Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 57-59.

% Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, hlm. 114.
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kaum lemah. Jika sebagian barang mengalami kenaikan karena langkanya
barang tersebut atau karena banyaknya jumlah konsumen, sesuai apa yang
dinamakan para ahli ekonomi dengan prinsip “penawaran dan permintaan”,
maka di sinilah pasar diserahkan kepada keadilan yang alami dan penguasa
tidak boleh melakukan campur tangan dengan memaksa masyarakat untuk
membeli dengan harga yang mereka tidak setujui. Juga tidak boleh terjadi
pelanggaran atau penyimpangan apapun dari mereka atau dari pihak lain yang
mengharuskan pemaksaan harga tersebut.”®

Doktrin ekonomi Islam yang juga sering disamakan dengan doktrin
walfare-state.”’ Kajian ini diulas secara sederhana dalam bukunya Syed
Nawab Haider Naqvi yang berjudul Menggagas Ekonomi Islam. Dalam buku
ini dijelaskan bahwa perbedaan doktrin ekonomi Islam dan doktrin walfare-
state tersebut sangat fundamental tidak hanya dalam prinsip prilaku
“rasional”, melainkan mencakup keseluruhan aktivitas ekonomi yakni,
konsumsi, produksi, serta distribusi. Maka, jika ada pilihan, negara Islam tidak
akan mengurangi pengeluaran sosial tetapi meningkatkan jenis-jenis
pengeluaran yang lain. Dengan kata lain posisi keseimbangan akan ditandai
dengan tadah “konsumsi” tertentu, dengan mengeluarkan komoditi-komoditi

yang dilarang dikonsumsi dalam Islam, sementara memasukkan lebih banyak

26 Ibid., him. 315-316.

" Doktrin walfare-state berusaha memperjuangkan jalan tengah antara kapitalisme dan
sosialisme.
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barang-barang yang dikonsumsi orang miskin, yakni barang-barang kebutuhan
pokok.”®

Selain beberapa buku yang penyusun jelaskan di atas, ada beberapa
referensi lain, yakni skripsi, yang menurut penyusun terkait dengan apa yang
penyusun akan kaji, di antaranya: skripsi Mustakim yang berjudul “Peran
Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, mencoba melihat
sejauh mana campur tangan pemerintah dalam kebijakan ekonomi pasar
bebas. Dalam skripsi ini Mustakim membedakan antara peran pemerintah
dalam pasar bebas neoliberal dengan peran pemerintah menurut Islam.
Menurut Islam pemerintah tidak hanya sekedar untuk menjaga keamanan, tapi
pemerintah adalah lembaga yang harus melaksanakan amar ma’ruf nahi
mungkar, merealisasikan keadilan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan
kehidupan =~ masyarakat  yang = seimbang. Untuk  melaksanakan
tanggungjawabnya itu pemerintah diberi kewenangan dan otoritas, termasuk
untuk membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan tujuan syariat Islam
tercapai.”’

Dalam skripsi yang lain, ‘“Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith
Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Islam” yang ditulis oleh Dudung Abdullah,
mencoba mengurai relevansi prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith dengan
prinsip-prinsip dalam Islam. Menurut Dudung Abdullah, prinsip pasar bebas

Adam Smith adalah kebebasan alami yang didasarkan pada pemahamannya

** Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, alih bahasa M. Saiful
Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Palajar, 2003), him. 117.

¥ Mustakim, “Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)”, skripsi
sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
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tentang hak asasi manusia secara alami (kodrati), yang kemudian dianggap
hak-hak suci yang harus disucikan. Berbeda dengan prinsip Islam, sekalipun
Islam juga mengakui adanya kebebasan alami, akan tetapi kebebasan itu
adalah kebebasan yang terkendali dan terikat dengan keadilan yang
diwajibkan Allah SWT.*

Kemudian, skripsi Titik Minahatul Maknunah yang berjudul “Prinsip-
Prinsip Muamalat dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas pemikiran Ibnu
Khaldun dalam Mugaddimah)”. Dalam skripsi ini Titik mencoba memberikan
penilaian atas buah karya pemikiran sang maestro Ibnu Khaldun sebagai
“bapak ekonomi”, terutama terkait dengan pemikirannya dalam mekanisme
pasar. Dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip muamalat, Titik
kemudian mengaitkan persoalan mekanisme pasar ala Ibnu Khaldun dengan
perekonomian Indonesia yang juga menganut mekanisme pasar.”’

Tak hanya itu, skripsi berjudul “Pengaturan Perdagangan Jasa dalam
WTO Menurut Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Nurjannah Triastuti
Rahajeng, sejatinya mencoba mengulas perdagangan antarnegara, dengan
melihat WTO sebagai sutradaranya. Yang dari situ kemudian ditarik pada

wilayah hukum Islam.

% Dudung Abdullah, “Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-
Prinsip Islam”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2001).

' Titik Minahatul Maknumah, “Prinsip-prinsip Muamalah dalam Mekanisme Pasar
(Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

32 Nurjannah Triastuti Rahajeng, “Pengaturan Perdagangan Jasa dalam WTO Menurut
Perspektif Hukum Islam”, skripsi sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2008).
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Selain dari beberapa buku dan skripsi yang telah penyusun kumpulkan
sebagai perbandingan, ada beberapa tulisan dalam jurnal yang bisa dibilang
terkait dengan apa yang ingin penyusun terliti, di antaranya: tulisan Abdul
Mujib, yang berjudul “Negara dan Aktifitas Ekonomi dalam Islam”. Dalam
tulisan itu jelas disyaratkan betapa negara begitu sangat penting untuk
mengatur pasar jika negara memang membutuhkan intervensi dari
pemerintah.*

Selanjutnya, tulisan Ruslan Abdul Ghofur dengan judul “Rethinking
Sistem Ekonomi Indonesia (Integrasi Sistem Ekonomi Islam dan Sistem
Ekonomi Indonesia)”. Dalam tulisan ini Ruslan Abdul Ghofur mencoba
mengintegrasikan sistem ekonomi Islam dengan jiwa ekonomi Indonesia,
karena menurutnya ekonomi Islam sejatinya telah tercermin dalam platform
ekonomi Pancasila yang berdasarkan ketuhanan dan keadilan.**

Berangkat dari penelusuran terhadap beberapa referensi yang di
antaranya telah disebutkan di atas, kiranya penyusun menyadari bahwa belum
ada penelitian yang terkait langsung dengan apa yang penyusun teliti, yakni
penerapan ACFTA di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Beberapa buku
yang telah disebutkan hanya berisi gambaran umum pasar bebas dan
gambaran umum ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian yang penyusun
coba lakukan terkait langsung dengan pasar bebas dan kesiapan pemerintah

Indonesia menghadapi pasar bebas itu sendiri.

33 Abdul Mujib, M.Ag. “Negara dan Aktifitas Ekonomi dalam Islam”, Ekbisi, Vol. 1, No.
1, Desember 2006, hlm. 48.

3 Ruslan Abdul Ghofur. “Rethinking sistem Ekonomi Indonesia (Integrasi Sistem
Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Indonesia)”, Ekbisi, Vol. 2. No. 2, Juni 2008, him. 49.
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E. Kerangka Teoretik

Adam Smith, tokoh yang sering disebut sebagai orang pertama yang
mengembangkan ilmu ekonomi pada abad 18 sebagai sutu cabang tersendiri
dalam ilmu pengetahuan melalui karya besarnya Wealth of Nations. Sebagai
suatu aliran ekonomi klasik Adam Smith menekankan adanya “invisible
hand” dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran
pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan menggangu mekanisme pasar
itu sendiri.

Dalam perkembangannya, teori Adam Simth terus mengalami
modifikasi. Proses modifikasi ini melahirkan paham ekonomi baru yakni
liberalisme yang kemudian muncul sebagai wajah baru adalah neoliberalisme.
Menurut Apridar, neoliberalisme secara umum berkitan dengan tekanan
politik multirateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti
WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang
pemerintahan sampai titik minimum.*

Pada bagian yang lain globalisasi ekonomi yang merupakan proses
kegiatan ekonomi dan perdagangan juga ikut menumbuhsuburkan
perdagangan bebas. Itu sebabnya, negara-negara di seluruh dunia menjadi satu
kesatuan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas
teritorial yang kemudian mengakibatkan arus perdagangan bebas mau tidak
mau harus diterima sebagai konsekuensi logis dari hubungan multirateral

antarnegara.

35 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam
Aplikasinya, hlm. 20.
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Bagi negara-negara maju, pemberlakuan sistem perdagangan bebas
barangkali tidak perlu dirisaukan. Namun, bagi negara-negara berkembang
seperti Indonesia penerapan ACFTA tentu akan menimbulkan banyak
persoalan. Sebagai gambaran lihat masalah APBN, liberalisasi perdagangan
yang menyebabkan tersingkirnya berbagai produk lokal, serta tergusurnya
bisnis dalam negeri.*°

Bagaimana Islam kemudian memandang persoalan ekonomi Indonesia
yang kini berada pada babak baru menuju ACFTA? dalam ekonomi Islam
memang menghendaki adanya kebebasan pasar. Namun, kebebasan yang
dimaksud bukan berarti bebas tanpa aturan; adanya regulasi yang jelas
menjadi syarat utama berjalannya mekanisme pasar tersebut. Karena itu, setiap
individu dalam Islam diberi kebebasan untuk mengelola dan mentasarufkan

hartanya. Termasuk kebebasan dalam melakukan transaksi.’’ Sebagaimana

firman Allah:

5SS OV b ey (STl el Y 1yl il Ll
| L*?JVK%OK‘M olMTbl:ﬁJ Xb(.&.au;:ljso_pajé.

3% Untuk Indonesia, pemenuhan hak-hak ekonomi sosial, seperti pelayanan kesehatan dan

pendidikan tidak mungkin dicapai apabila Indonesia tetap menerapkan kebijakan fiskal ketat yang
menyebabkan APBN tidak bisa menjadi stimulus pembangunan. APBN yang selalu ditekan agar
tidak difisit, dan lebih seperlimanya digunakan untuk membayar utang, menyisakan sangat sedikit
ruang untuk belanja sosial. Berbagai studi yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti United
Nations Development Program (UNDP) dan United Nation’s Support for Indonesian Recovery
(UNSFIR) menganjurkan bahwa Indonesia perlu mengubah kebijaan fiskal, dan tidak perlu
menekan difisit APBN terhadap GDP sampai kurang dari 1% bahkan 0%. Lihat Binny Buchori
dalam kata pengantar buku Benny Susetyo, Teologi Ekonomi: Partisipasi Kaum Awam dalam
Pembangunan Menuju Kemandirian Ekonomi, (Malang: Avveroes Press, 2006), hlm. xiii.

37 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, hlm. 8.

¥ An-Nissa (4) : 29.



18

Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas
dari semua ikatan, seperti kebebasan yang dipahami oleh kaum Syu’aib.
Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan ‘“keadilan” yang

diwajibkan Allah.*® Sebagaimana firman Allah:
3 Jais o ol LUl das Lo i of 21 .6 s bglolnag 1505

Y i ) el o N ) 1555 L W gl

Di sinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Dalam pandangan
Islam peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu: pertama,
derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-
kewajiban kolektif (Fard al-Khifayah). Ketiga, adanya kegagalan pasar dalam
merealisasikan fala/i. Karenanya, peran pemerintah begitu sangat dibutuhkan,
sebab pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-
tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-‘adl wal
ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyah tayyibah) bagi seluruh umat.
Jadi, pemerintah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan
falah.*

Bukan hanya itu, sistem ekonomi Islam berakar kuat pada empat
hipotesis. Pertama, kegiatan ekonomi berhubungan erat lewat kesatuan

dengan lingkungan etika manusia. Kedua, berdasarkan kualitas dasar

39 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, him. 381-382.
“ Huud (11): 87.

I Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, hlm. 446.
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keseimbangan yang adil di antara dasar-dasar produksi, konsumsi, dan saluran
distribusi. Ketiga, kehendak bebas yang dijabarkan ke dalam bidang ekonomi
membutuhkan perpaduan yang sesuai antara kebebasan ekonomi individu dan
pengendalian oleh negara, agar mencerminkan konsep khas Islam mengenai
kebebasan manusia. Keempat, aksioma pertanggungjawaban menuntut
kebijaksanaan distribusi dan pengalihan sumber-sumber penghasilan di antara

berbagai kelompok dan golongan masyarakat.*

. Metode Pendlitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research, yaitu
difokuskan kepada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan
pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Lebih spesifik
lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu penerapan sistem
pasar bebas, khususnya di Indonesia (ACFTA).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan
kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia setelah diberlakukannya
ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), yang kemudian dianalisa

melalui pendekatan hukum Islam.

2 Syed Nawab Haidar Naqvi, Etika dan Ilmu Ekonom: Suatu Sintesis Islami, hlm. 96.
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3. Tehnik Pengumpulan Data
Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini ialah
mengumpulkan keseluruhan data terkait dengan ACFTA, kebijakan
penerapan pasar bebas di Indonesia, dan bagaimana ekonomi Islam
mencermati pasar bebas tersebut.
4. Pendekatan
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif,
yaitu mencoba melihat persoalan penerapan ACFTA di Indonesia dengan

menggunakan pijakan normatif menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Uraian dalam penyusunan skripsi ini disistematisasi dalam beberapa
bab. Namun, content masing-masing bab tetap akurat serta saling terikat satu
sama lain. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dan
kemudian lahirlah pokok masalah yang menjadi objek kajian skripsi ini.
Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian,
disusul dengan telaah pustaka sebagai antisipasi bahwasanya belum ada karya
lain yang sejenis. Selanjutnya, kerangka teoretik yang merupakan landasan
penyusunan skripsi ini. Agar memiliki analisa yang jelas dan objektif maka
metode penelitian dan sistematika pembahasan menjadi alat yang pas guna

dijadikan ruang lingkup semuan bahasan.



21

Bab kedua, mencoba menelaah sistem ekonomi Islam, dengan
mengacu pada sistem ekonomi baik di masa Nabi Muhamamd SAW sampai
Khulafaurrasyidin. Dalam bab ini pula dijelaskan bagaimana prinsip dasar
ekonomi Islam.

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai objek
penelitian skripsi ini, maka pada bab ini diurai sedemikian rupa mengenai
sistem pasar bebas. Sejarah pasar bebas, bagaimana dan untuk apa pasar bebas
itu dilakukan, yang diikuti dengan bahasan laissez-faire dan penghapusan
peran pemerintah, sebagai akibat dari penerapan pasar bebas tersebut.
Kemudian, pada bab ini pula diutarakan keikutsertaan organisasi-organisasi
dunia seperti Bank Dunia (World Bank), IMF, WTO, dan GATT sehingga
pasar bebas yang sekarang ini dilakukan di seluruh penjuru dunia berjalan
secara mulus. Kemudian, transisi ekonomi Indonesia menuju lahirnya ACFTA
menjadi bahasan utama dalam bab ini, berikut bagaimana langkah pemerintah
terhadap penerapan ACFTA

Bab keempat, berisi analisis ekonomi Islam terhadap penerapan
ACFTA di Indonesia. Yang kemudian dilengkapi dengan analisis peran
pemerintah dalam ekonomi perspektif ekonomi Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari serangkaian bab yang telah
disinggung sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang

menjadi pamungkas dari seluruh isi skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesmpulan

1. Sebagaimana diurai pada bab-bab terdahulu bahwa sekarang ini dunia
berada pada genggaman globalisasi, yang menghilangkan sekat-sekat
masing-masing negara. Perdagangan bebas yang tanpa hambatan pun saat
ini semakin meragjalela, entah apakah hal itu akan berdampak positif atau
negatif. Dan segjatinya, Indonesia dalam hal ini belum siap untuk masuk
dalam ACFTA. Andaikan siap pun Indonesia masih tak sanggup berkelit
dari regulasi perdagangan bebas di bawah GATT dan WTO sendiri, yang
intinya menghilangkan intervensi pemerintah dalam pasar. Kini nasi sudah
menjadi bubur. Indonesia mau tidak mau harus masuk dalam kubangan
arus perdagangan bebas (ACFTA). Dan itu berarti Indonesia harus benar-
benar siap menerima segala resiko yang mungkin terjadi.

2. Hilangnya peran pemerintah dalam perdagangan bebas (ACFTA) tentu
sangat bertentangan dengan Islam. Bagi Idam sendiri memang
menghendaki kebebasan pasar, namun bukan berarti kebebasannya mutlak
tanpa ikatan. Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan
“keadilan” yang diwajibkan Allah. Sebagaimana tercermin dalam firman

Allah SWT Surat Hud (11): 87.

109
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B. Saran

1. Berangkat dari analisis tentang penerapan sistem pasar bebas di Indonesia
dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kiranya ada beberapa hal penting
yang penyusun anggap bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah
sebagai pemangku kebijakan ekonomi. Bahwasanya, segala macam bentuk
ekonomi sgatinya selalu berupaya untuk bagaimana menyejahterakan
ummat manusia. Bahkan terminologi ekonomi positif (positive economic)
dan ekonomi normatif (normative economic) tetap sebagal sesuatu yang
paling urgen dalam sistem ekonomi. Sebab, dari situlah kemudian
makanisme ekonomi akan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendaknya
sendiri “kehendak alam” atau tetap berjalan pada koridor semangat
kemanusiaan dan kesegjahteraan tanpa harus menghilangkan moralitas di
dalamnya.

2. Perlu adanya mekanisme dari pemerintah yang berbentuk regulasi konkret
untuk mengendalikan arus perdagangan bebas (ACFTA) itu, yang di masa
Nabi Muhammad SAW disebut dengan Al-Hshah/pengawas pasar. Hal itu
perlu dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi agar tidak saling tumpah
tindih satu sama lain, yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin

makin miskin.
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